BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOoMOR (8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN OBJEK
DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 11
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dan
Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2};

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan
.' pemungutan PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan serta
Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom P{
3569); %
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3987);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3439);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor#,l

246) ; ?/ /




8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pémerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Praturan menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaianya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun
2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bu?'
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Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Secbagai Pajak
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

16.Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana;

18.Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Kabupaten Bombana;

19.Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a Tahun 2014
tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah , Bangunan
dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TATA CARA

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SERTA PELAPORAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN BOMBANA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bombana

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana %
Bupati adalah Bupati Bombana. / /




10.

11.

12.

13.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bombana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah, Kontribusi Wajib
Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, Kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta Wilayah Kabupaten/Kota

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah
harga rata — rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai
Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak
pengganti.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT
adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bombana untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah
bukti penyetoran seluruh Pembayaran Pajak Bumi dan Bangun
Perdesaan dan Perkotaan.

%




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang disingkat DHKP adalah Daftar
yang berisi banyaknya Wajib Pajak dan besarnya Pajak Terhutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah , yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang mempunyai karateristik unik, permanen, dan standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi Kelurahan.

Zona Nilai Tanah , selanjutnya disingkat ZNT, adalah Zona geografis
yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai suatu
Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi
kelurahan.

Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang
dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia,seperti
jalan,selokan,sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu
wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.

Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB,
adalah daftar yang Dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari  biaya
komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan
dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP,
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Surat Teguran adalah adalah surat yang diterbitkan apabila penanggung
pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran yang tercantum dalam SPPT PBB-P2

Surat Paksa adalah surat yang diterbitkan apabila penanggung pajak
tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis /




24, Tempat Pembayaran adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

05. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terutang dari Wajib Pajak.

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender.

27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus pada saat , dalam masa
pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah Dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak
atas  kepemilikan tanah dan/atau bangunan, yang berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli,surat hibah, surat waris dan lain-lain
yang memiliki kekutan Hukum.

29. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana atas Penerimaan Pajak
Bumi dan Banguﬁan Perdesaan dan Perkotaan.

30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tata cara Pendaftaran dan Pendataan serta Pelaporan Objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah mencakup rangkaian
proses kegiatan yang dilakukan pada proses pendaftaran, pendataan dan
penilaian serta sistim pelaporan objek pajak PBB Perdesaan dan
Perkotaan.

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

a. Tata cara Pendaftaran Objek Pajak;
b. Tata cara Pendataan dan Penilaian Objek Pajak;
c. Tata cara Pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
(3) Tata cara pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (2) huruf a adalah Tata cara pendaftaran objek pajak oleh waji




(4) Tata cara Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (2) huruf b adalah Tata cara pendataan dan penilaian objek
pajak yang dilakukan oleh fungsi pendataan dan penilajan pada
Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan Kabupaten Bombana;

(5,)Tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

(1)

(2)

(3)

huruf ¢ adalah Tata cara pencatatan dan pelaporan seluruh penerimaan
pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana pada
Dinas Pendapatan Daerah memerlukan perangkat berupa fungsi-fungsi
sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan ;

b. Fungsi Pendataan dan penilaian ;

¢. Fungsi Penerimaan dan Pelaporan ;

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf
a berada pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana pada Dinas
Pendapatan Daerah , bertugas untuk mengurus proses pendaftaran dan
regristrasi objek pajak oleh wajib pajak, proses keberatan wajib pajak,
proses banding, pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, pembetulan
SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB PBB P2, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan STPD PBB
P2.

Fungsi Pendataan sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 3 ayat (1)
huruf b berada pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana pada Dinas
Pendapatan Daerah, bertugas untuk mengumpulkan, memperoleh,
melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB P2 sebagai
bahan yang digunakan untuk menetapkan besarnya PBB terutang:

Fungsi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berada pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bombana pada Dinas
Pendapatan Daerah, bertugas untuk menentukan nilai ekonomis a? l‘j/




suatu properti pada saat tertentu atau NJOP yang dijadikan dasar
pengenaan pajak dengan mengunakan data pasar, pendekatan biaya,
pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapat tertulis;

(4) Fungsi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢
berada pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bertugas untuk menatausahakan
penerimaan pembarayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan serta membuat laporan pertanggung jawaban kepada bendahara
penerima PAD untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bombana;

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SERTA PELAPORAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak
Pasal 4
Fungsi pelayanan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berada pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana mempersiapkan
dokumen-dokumen yang diperlukan oleh wajib pajak yang mendaftarkan atau
melaporkan objek Pajaknya.

Pasal 5

(1) Wajib pajak mengajukan permohonan pendafaran Objek pajak baru
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana atau tempat lain
yang ditunjuk;

(2) Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP),
sedangkan untuk Objek Pajak Khusus, Data data tambahan
menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus ( LKOK ) ataupun dengan

lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan se?

keperluan penilaian masing masing objek pajak;

b




(3)

® (6)

(7}

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
disediakan dan dapat diperoleh di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bombana atau di tempat tempat lain yang ditunjuk tanpa dipungut biaya;
SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bombana yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP Subjek
Pajak atau kuasanya.

Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan persyaratan permohonan
pendaftaran objek pajak baru, dalam hal permohonan berkas sudah
lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada
wajib pajak dan meneruskan kepada petugas pendaftaran;

Petugas pendaftaran meneruskan berkas permohonan pendaftaran
kepada fungsi pendataan dan penilaian untuk dilakukan penelitian
kantor atau penelitian lapangan.

Fungsi Pendataan dan Penilaian menerima berkas permohonan
pendaftaran, melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan,
dan membuat konsep berita acara penelitian.

Fungsi Pendataan dan Penilaian menangani pendaftaran mempelajari dan
memaraf konsep berita acara penelitian kemudian menyampaikan kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menetapkan berita acara penelitian;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mereviuw, menetapkan dan
menandatangani berita acara penelitian kemudian menyampaikan kepada
fungsi penetapan dan pengolahan data dan selanjutnya menugaskan
petugas terkait untuk melakukan proses tersebut;

Fungsi Penetapan dan Pengolahan Data melakukan perekaman data
SPOP/LSPOP mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan
pencocokan antara SPOP/LSPOP dan DHR dan men generate produk
keluaran (SPPT,STTS dan DHKP) serta meneruskan berkas permohonan
pendaftaran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyetujui dan memaraf konsep
produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 ayat (11) mereview, menetapkan dan }'7/
menandatangani produk hukum; /




Bagian Kedua
Tata cara Pendataan Objek Pajak

Pasal 6

Fungsi pendataan dan penilaian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
b berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bombana mempunyai tujuan untuk menciptakan, mengumpulkan data yang
akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktifitas adminstrasi PBB
sehingga pelaksanaanya dapat lebih seragam cepat dan efisien

Pasal 7

(1) Pendataan Objek dan Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dengan menggunakan
formulir SPOP/LSPOP dan dilakukakan sekurang kurangnya untuk satu
wilayah adminstrasi desa/kelurahan dengan menggunakan /memilih salah
satu dari empat alternatif sebagai berikut :

a. Pendataan dengan Penyampaian dan Pemantauzan Pengembalian
SPOP/LSPOP

b. Pendataan dengan Identivikasi Objek Pajak

c. Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak

d. Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak

(2) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian
SPOP/LSPOP sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah
kegiatan pendataan pada daerah/wilayah yang umumnya belum/tidak
mempunyat peta, merupakan daerah terpencil atau mempunyai potensi
PBB relatif lebih kecil

(3) Pendataan dengan identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah kegiatan pelaksaanaan pendataan pada
daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat
menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data
adminstrasi pembukuan PBB-P2.

(4) Pendataan dengan verifikasi Data Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (1) huruf c adalah pendataan yang dilaksanakan pada
dacrah/wilayah yang sudah mempunyai garis/peta foto dan sudah
mempunyai data adminstrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.

(5) Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah pendataan yang dilaksanakan pada
daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan
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(6)

(7)

(8)

(%)

(1)

(2)

/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk
menentukan posisi relatif objek pajak.

Tahapan kegiatan pendataan pada dasarnya merupakan semua kegiatan
yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan
menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan
yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terhutang, tahapan
kegiatan tersebut adalah :

a) pekerjaan persiapan

b) pekerjaan lapangan dan

c) pekerjaan kantor;

Pekerjaan persiapan sebagimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (6) huruf a
adalah merupakan proses inventarisasi semua bahan dan dimaksudkan
untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam
rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran
dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan
memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah.

Pekerjaan Lapangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b
adalah kegiatan pengumpulan data objek dan subjek pajak serta
pemberian NOP untuk selanjutnya data diolah dan diserahkan ke fungsi
penetapan dan pengolahan data.

Pekerjaan Kantor sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c
adalah tahapan yang dilakukan dengan  penelitian data masukan,
Pembedelan SPOP dan formulir data pasar, Perekaman data, Pengawasan
Kualitas Data, Penyimpanan Bendel SPOP, Pembuatan dan Sket/Peta,
Pemutahiran data, dan Produk Keluaran.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian Objek Pajak
Pasal 8

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk
menentukan nilai ekonomis atas suatu properti pada saat tertentu atau
NJOP yang dijadikan dasar pengenaan pajak dengan mengunakan data
pasar, pendekatan biaya, pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam
bentuk pendapat tertulis;




(3) Objek Penilaian adalah Permukaan Tanah dan Bagunan
(4) Penilaian dilakukan dengan dua cara yakni

a. Cara penilaian masal dan

b. Cara penilaian individual.
(5) Penilain masal sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a adalah
cara penilaian dengan sistimatis untuk sejumlah objek pajak, pada saat

tertentu dan bersamaan, menggunakan prosedur yang standar serta

menggunakan program aplikasi sismiop.

(6) Penilaian individual sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b
adalah dilakukan dengan memperhitungkan semua karateristik dari setiap
objek pajak yang dilakukan terhadap objek pajak non standar, objek pajak
khusus, objek pajak bernilai tinggi, atau objek pajak yang dinilai dengan

. sismiop tetapi tidak dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya

(7) Yang termasuk penilaian masal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berupa :

a.
b.

Penilaian masal tanah ;

Penilaian masal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak
standar ;

Penilaian masal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non
standar.

(8) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

a.

Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan
pendekatan data pasar.

Penilaian individual baik wuntuk tanah dan bangunan dengan
pendekatan biaya.

Penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.

(9) Metode Penilaian menggunakan tiga pendekatan adalah
a, Pendekatan data pasar
b. Pendekatan Biaya dan
c. Pendekatan Pendapatan.
(10) Pendekatan data pasar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9)
buruf a adalah suatu metode untuk memperkirakan nilai pasar dari

suatu properti berdasarkan harga jual properti lain yang serupa yang

telah diketahui nilai jualnya dengan cara membandingkan properti

tersebut. /




(11).Metode Pendekatan biaya sebagimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (9) huruf b merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan
dengan teknik atau metode pendekatan dengan cara memperkirakan atau
mengintrepretasikan biaya yang dikeluarkan wuntuk mendapatkan,
menghasilkan, atau membangun properti pada masa/waktu sekarang
dalam keadaan baru dikurangi penyusutan atau depresiasi properti
kemudian ditambah dengan perkiraan nilai tanah.

(12) Metode Pendekatan Pendapatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(9) huruf ¢ adalah merupakan suatu metode penilaian yang menghitung
atau memperkirakan pendapatan bersih yang di proses/dianalisis
berdasarkan jumlah modal investasi yang menghasilkan
pendapatan/penghasilan/return dari jumlah modal tersebut.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerimaan Pelaporan Objek Pajak
Pasal 9
Fungsi Penerimaan dan Pelaporan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf ¢ berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bombana mempunyai tugas untuk pembuatan laporan harian
pajak, mingguan dan bulanan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung
jawaban atas penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib

pajak, kolektor atau petugas pemungut PBB-P2.

Pasal 10

(1) Fungsi penerimaan dan pelaporan menerima pembayaran Pajak PBB P2
dari wajib pajak, kolektor atau petugas pemungut dengan menyerahkan
potongan SPPT.

(2) Potongan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah
sebagai dasar untuk pelunasan pembayaran PBB-P2 di SISMIOP.

(3) Pelunasan pembayaran PBB-P2 pada SISMIOP menghasilkan Daftar
Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan {(DPH PBB}.

(4) DPH PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah daftar
untuk mengetahui jumlah penerimaan Pembayaran PBB-P2 dari Wajib
Pajak, Kolektor atau Petugas Pemungut.

(5) DPH PBB-P2 dibuat sebanyak 3 rangkap; untuk ke bendahara Penerima

PAD, wajib pajak, Kolektor atau petugas pemungut, untuk arsip fungsi

penerimaan dan pelaporan.




(6) Fungsi penerimaan dan pelaporan menyerahkan STTS kepada wajib
pajak, kolektor atau petugas pemungut PBB-P2.

(7) STTS sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 5 ) adalah Surat
Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB-P2 setelah potongan SPPT di
input kedalam SISMIOP

(8) STTS diberikan kepada wajib pajak, kolektor atau petugas pemungut
setelah di input kedalam SISMIOP.

(9) STTS dibuat dalam empat rangkap untuk wajib pajak, untuk Bank
tempat pembayaran, dan untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bombana.

(10) Fungsi penerimaan dan pelaporan menyerahkan DPH PBB-P2 beserta
pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan PAD.

. {11) Bendahara Penerima PAD menyusun Laporan Pertanggung jawaban atas

pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah diterima dari
UPTD PBB-P2

(12) Bendahara Penerima menyetor pembayaran PBB-P2 pada Bank Tempat
Pembayaran sesuai DPH PBB-P2 terlampir.

(13) Bendahara penerimaan PAD menerima 2 (dua) rangkap bukti setoran

| pembayaran dari Bank Tempat Pembayaran.

(14) Bukti setoran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(12) untuk bendahara penerima PAD dan untuk fungsi penerimaan dan
pelaporan.

Pasal 11

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
| dan Perkotaan Dinas Pendapatan Daerah pada Fungsi Penerimaan dan
i Pelaporan membuat Daftar Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun berjalan dan
) Laporan Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan atas seluruh

penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterima.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 12

Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan
Bupati ini mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-
lampiran sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, melaksanakan

sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk P{/

kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini. / :




.

sosialisasi, supervisi dan bimbingan

teknis serta memberikan asistensi untuk

kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya

Bombana.

dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 4 Met 2015
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- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
seiatan, timur dan barat
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